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 Indonesia sebagai negara kepulauan, dijadikan pintu gerbang keluar masuk 
barang dari negara atau daerah lain, tidak terkecuali narkoba. Sekitar 80% 
peredaran narkoba terjadi di perairan indonesia. Peredaran narkoba di Provinsi 
Riau selalu meningkat, pada tahun 2019 Riau berada pada peringkat ke-5 terbesar 
kasus narkoba. Jalur laut mereka jadikan sebagai celah yang menguntungkan 
untuk membawa narkoba masuk ke Provinsi Riau.  Penulisan skripsi ini 
mendeskripsikan analisis fungsi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah 
peredaran narkoba di Provinsi Riau .  Informan penelitian terdiri dari 10 orang 
berdasarkan teknik purposive sampling yang terdiri dari Kabid Berantas, Kabid 
P2M, Kasi P2, Staff P2M, Kassubag Administrasi, serta masyarakat. Adapun 
metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif yaitu menyimpulkan hasi wawancara yang diperoleh dari 
jawaban responden kemudian dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang 
ada sehingga memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa analisis fungsi Badan Narkotika Nasional 
mencegah peredaran narkoba di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Presiden No 
23 tahun 2010 sudah dilakukan melalui program pencegahan; sosialisasi anti 
narkoba, pembentukan satgas / relawan anti narkoba, penyuluhan, dan melalui 
kerjasama antara BNN dengan kepolisian, lembaga pendidikan, pemerintah dan 
swasta serta masyarakat, akan tetapi adanya kendala dana dan kurangnya tingkat 
kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.  
Kata Kunci : Fungsi, Peredaran,  Narkoba, Pencegahan, Kerjasama  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Narkotika merupakan obat dari tanaman yang dapat menghilangkan  
kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Narkoba sudah menjadi masalah 
utama yang akan mengancam bangsa ini. Dari sisi usia, narkoba juga tak pernah 
memilih korbannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa,  bahkan sampai lanjut 
usia. Indonesia merupakan syurga bagi peredaran narkoba. Betapa tidak, jika 
ditilik dari peringkat peredaran narkoba di dunia, negara Indonesia pada tahun 
2018 menempati peringkat keenam  sebagai pasar nerkoba terbesar di dunia. Pada 
umumnya, pengedar narkoba adalah para remaja dan warga yang kurang mampu. 
Kekurangan ilmu pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai 
bahaya narkoba ternyata masih belum dihayati benar oleh masyarakat khususnya 
di Indonesia. ( BNN 2018)   
 Semakin canggihnya kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi 
transportasi menjadikan transaksi peredaran narkoba semakin mudah. Transaksi 
dapat dilakukan melalui media sosial, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu 
melakukan tatap muka yang memiliki resiko lebih mudah diketahui oleh BNN 
atau kepolisian. Selain itu narkoba yang diselendupkan pun dikemas dengan 
berbagai macam cara agar dapat mengelabui petugas keamanan. Alasan kuat yang 
menjadikan Indonesia mengalami krisis peredaran narkoba adalah pada 
kenyataannya, 60-70% narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari luar 





      
 Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, menjadikan pelabuhan 
laut sebagai pintu gerbang keluar masuk barang dari negara atau daerah lain, tidak 
terkecuali narkoba. Sekitar 80% peredaran narkoba terjadi di perairan Indonesia 
Pelabuhan rakyat yang berada di pulau terluar maupun daerah perbatasan menjadi 
incaran para pengedar jaringan Internasional. ( Laporan6.com 2018) 
 Saat ini kecendrungan terjadi peningkatan jumlah penyalahgunaan dan 
kejahatan narkoba. Begitu pula produksi nerkoba yang mudah dan dapat 
mengahasilkan uang yang banyak membuat bandar terpacu untuk memproduksi 
dan mengedarkannya secara membabi buta serta dengan modus operandi yang 
bermacam-macam. Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari 
waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan 
kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI dan BNN hanyalah 
merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di 
permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Semuanya terjadi dikarenakan 
keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan 
pemberantasan peredaran narkoba. 
 Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa 
yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir (organization crime) dan sudah 
bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 71 tentang Narkotika dan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Pasal 4 Tentang BNN yang 




      
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 
narkotika.  
 Kemajuan-kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan 
harapan yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang 
memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita 
yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba/NAPZA (Narkotika, Alkohol, 
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) baik mengkonsumsi maupun 
mengedarkanya. Hal itu mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan 
memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang 
ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan 
kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa 
mendatang. 
 Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring 
perkembangan globalisasi dunia, Indonesia sudah menjadi daerah yang mudah 
dimasuki oleh pengedar narkoba.  Pemberantasan narkoba pun sudah sering 
dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan nerkoba dari 
kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak dibawah umurpun banyak 
yang terjerumus narkoba. 
 Provinsi Riau merupakan daerah yang rawan terhadap aksi penyelundupan 
narkoba. Garis pantai yang memanjang dari utara ke selatan Rokan Hilir hingga 
Indragiri Hilir melintas Dumai dan bengkalis menjadi sasaran empuk para 
pengedar narkoba. Berdasarkan dari peringkat  Riau terhadap penyalahguna dan  




      
Tabel 1.1 
Data Penyalahguna Narkoba Seindonesia 2017 
 
No Provinsi Penduduk Jumlah Penyalahguna 
1 Jawa Barat  32,185,400 80.463.500 
2 Jawa Timur 27,189,100 54.378.200 
3 Jakarta  7,026,400 49.184.800 
4 Jawa Tengah 23,376,700 44.415.700 
5 Sumatera Utara  9,839,100 29.517.300 
6 Banten 8,233,400 17.290.100 
7 Sulawesi Selatan  6,055,602 11.505.600 
8 Riau 4,787,564 10.053.900 
9 Sumatera Selatan 55.535,400 8.303.100 
10 Kalimantan Timur 2,512,400 7.788..400 
Sumber : Published BNN 2017 
Tabel 1.2  
Data Kerawanan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di 
Provinsi Riau 
 
Kab/ Kota Jumlah Kasus 
2017 2018 
Rohil 185 201     
,Dumai 150 193     
Rohul 106 130     
Pekanbaru 146 233   
Kampar 133 223    
Kuansing 53 77   
Pelalawan 71 123 
Inhu 45 60 
Inhil 79 86 
Siak 61 115 
Meranti 42 67 
Bengkalis 180 262 
Sumber : BNNP Riau 2019 
 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasanya terjadi peningkatan 
terhadap kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau. Data 
tersebut juga menunjukan bahwasanya masih banyaknya masyarakat Riau yang 
masih belum memahami bahaya narkoba jika sudah berada di lingkungan mereka. 




      
kasus tertinggi. Dan berdasarkan data dan hasil rapat koordinasi BNN Provinsi 
Riau, Riau merupakan Rangking ke-5 terbesar kasus narkoba, setelah Jakarta, 
Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Sedangkan jalur masuk sindikat narkoba 
Malaysia, Riau berada di peringat atas di pulau sumatera karena banyaknya pintu  
masuk yang minim penjagaan.  Untuk itu kita berharap tahun ini dan kedepannya 
BNN Provinsi lebih siaga untuk menekan Bandar narkoba itu sendiri, papar “ 
Dina” selaku kepala seksi pencegahan BNNP Riau. Adapun upaya pencegahan 
yang dilakukan oleh BNNP yaitu melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan 
pembentukan satgas. Kegiatan ini merupakan tindakan awal dalam mencegah 
peredaran narkoba. Dimana berdasarkan data kegiatan sosialisasi yang dilakukan 
oleh BNN yaitu: 
Tabel 1.3 
Data pelaksanaan Sosialisasi BNNP Riau tahun 
2018-2019 
No Sasaran 2018 2019 
1 Pelajar/ Mahasiswa 335.045  45.757  
2 Instansi Pemrintah 288.837  306  
3 Instansi Swasta 316.470  - 
4 Kelompok Masyarakat 1.778.433  1.671.920  
Total 2.718.951orang 1.717.983 orang 
Sumber :Press Release BNNP Riau T.A 2018 s/d  2019 
 Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh BNN, BNNP Riau dan jajaran 
BNN kabupaten/ kota se-Riau, sepanjang 2018 ini mengungkap sebanyak 35 
kasus narkotika dan mengamankan sebanyak 53 tersangka yakni 39 orang laki-
laki dan 14 orang perempuan. Hal ini disampaikan kepala BNNP Riau, Brigjen 
Wahyu Hidayat pada Press Release akhir tahun 2018 di kantor BNNP Riau jalan 
pepaya, Pekanbaru. BBNP dan BNNK berhasil menyita 6.069 Gram Ganja, 




      
bandingkan sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2017 BNNP Riau menyita 
sebanyak 628,9 gram ganja dari para pengedar, sekitar 5.184 gram sabu, dan 
sekitar 1635 butir pil ekstasi ( BNNP Riau 2018).  
Tabel I.4 
Kasus Peredaran Narkoba 2017-2018 
 
Tahun Kasus Tersangka Ganja Sabu Ekstasi 
2017 26 36 628,9 gram 5.184 gram 1.635 
2018 35 53 6.069,6 gram 19.768,4 gram 5.012 
Sumber: Data BNNP Riau 2018 
 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2017 Riau 
menjadi peringkat nomor 8 (delapan) penyalahgunaan narkoba seIndonesia. 
Penyalahgunaan narkoba itu dapat terjadi karena maraknya peredaran narkoba di 
sekitar mereka. Hal inilah yang membuat Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Riau gencar mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dengan 
mengawasi setiap sudut kota dan bekerjasama dengan berbagai instansi 
pemerintah yang berada di provinsi Riau untuk memberantas habis peredaran 
gelap narkoba. sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 35 tahun 2009 
tentang Narkotika dan Peraturan Presiden no 23 tahun 2010 tentang BNN. Selain 
itu BNN juga melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan kepada 
masyarakat, pembentukan satgas , relawan anti narkoba, dan sosialisasi anti 
narkoba.  
 Sosialisasi merupakan salah satu dari program pencegahan yang semakin 
gencar dilakukan oleh BNNP Riau. Yangmana melalui kegiatan ini dapat 
memberikan  edukasi secara langung dan juga dapat dilakukan melalui media 




      
memberikan pemahaman akan bahaya narkoba karena sosialisasi melalui dunia 
pendidikan dapat menekan korban yang berasal dari kalangan pelajar maupun 
mahasiswa. Dan tak kalah penting,  perlunya kerjasama untuk menekan peredaran 
narkoba.  
 Tabel 1.5 
Data Pengguna Narkotika Yang Menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan Diklinik 
Pratama BNN Provinsi Riau 
 
Tahun 
Jumlah Pengguna (Orang) Total 
(Orang) Laki-Laki Perempuan 
2016 147 50 197 
2017 198 152 350 
2018 125 31 156 
2019- september 75 20 95 
Sumber : BNN Provinsi Riau 2019 
 
 BNN yang merupakah instansi khusus yang di amanatkan langsung melalui 
peraturan presiden No.23 tahun 2010 untuk mencegah dan memberantas narkoba 
mengadakan peringatan hari anti narkoba internasional sebagai ajang untuk 
evaluasi bagi BNNP Riau, BNNK dan aparat penegak hukum terhadap kinerja 
selama ini. Tujuannya agar bersama-sama secara intensif dapat meningkatkan 
program kerja dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.  
  Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan judul : “Analisis Fungsi Badan Narkotika Nasional Mencegah 
Peredaran Narkoba Di Provinsi Riau. 
1.2 Rumusan Masalah  
  Melihat gejala-gejala yang ada, maka penulis ingin mengangkat 




      
1. Bagaimana fungsi Badan Narkotika Nasional mencegah peredaran narkoba 
di Provinsi Riau? 
2. Apa hambatan Badan Narkotika Nasional mencegah peredaran narkoba di 
Provinsi Riau? 
1.3 Tujuan penelitian 
  Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis fungsi BNN mencegah peredaran narkoba di Provinsi 
Riau. 
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan BNN mencegah peredaran narkoba 
di Provinsi Riau? 
1.4 Manfaat Penelitian 
  Dari tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah : 
1. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan, 
pengalaman mengenai fungsi dan badan narkotika nasional mencegah 
peredaran narkoba. 
2. Bagi peneliti, adanya penelitian ini menjadi wadah untuk menuangkan ilmu 
pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama kuliah di Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
3. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat 





      
4. Menambah daftar kepustakaan Universitas dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial serta juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian 
yang sejenis.  
1.5 Sistematika Penulisan  
  Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian 
yang terdiri dari: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II: LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 
pembahasan yang akan peneliti lakukan.  
BAB III: METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi lokasi 
dan waktu penelitian,  sumber data, metode pengumpulan data, populasi 
dan sampel serta analisis data. 
BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  
Dalam bab ini diuraikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat 
dimana akan dilakukan penelitian, sepertu lokasi, karakter, dan 
demografi. 




      
Dalam bab ini berisi hasil pengelolaan data di lapangan hasil penelitian 
dilapangan serta wawancara tentang Fungsi BNN Mencegah Peredaran 
Narkoba di Provinsi Riau 
BAB VI  : PENUTUP 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan 





















      
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1  Badan Narkotika Nasional  
 BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang profesional yang 
bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang 
disebutkan dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 
Peraturan presiden RI No. 23 Tahun 2010 tentang BNN dan Peraturan Kepala 
Badan Narkotika Nasional No. PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota. 
BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan, 
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang 
bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan 
masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkoba.  
2.2 Kebijakan Publik  
 Nugroho, Riant (2004: 1-7) mengatakan kebijakan publik dalam 
kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang 
mengatur kehidupan bersama yang harus di taati dan berlaku mengikat seluruh 
warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot 
pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh 






      
 Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai 
kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan 
tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh 
dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama di pandang 
perlu untuk diatur, maka formulasi isu tersebut menjadikan kebijakan publik yang 
harus dilakukan dan disusun serta di sepakati oleh para pejabat yang berwenang.  
 Sementara itu pakar kebijakan publik Thomas Dye, dalam Riant Nugroho 
(2011:204) mendefenisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang 
dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus 
dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi 
pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang 
besar bagi warganya dan berdampak kecil dansebaiknya tidak menimbulkan 
persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan 
ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam 
menetapkan suatu kebijakan. 
 Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian 
konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, 
kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). 
Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi 
kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli (2000:51 
52) dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut : 
1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan 




      
a. Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan  
b. Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan 
yang mendalam terhadap keputusan. 
c. Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang 
berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi. 
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. 
Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan  
klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model 
pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim 
dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model 
pembuatan kebijakan yang memadukan antara top-down dengan bottom-up 
menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang 
realistis. 
3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 
Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan 
negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat 
kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang 
senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan. 
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku 
kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak 
disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (deliberate 
decisions not to act). Ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan 




      
sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar 
konflik kebijakan tidak pernah tersingkap di mata publik. 
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin 
sudah dapat diantisipasikan sebelumnya atau mungkin belum dapat 
diantisipasikan. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai 
pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil 
yang diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, 
upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak 
diharapkan (unintended results) jelas tidak akan dapat menggambarkan 
praktik kebijakan yang sebenarnya. 
6. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap 
kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau 
implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau 
sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun  tujuan 
dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah 
atau dilupakan paling tidak secara sebagian. 
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. 
Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan  
tertentu dirumuskan, diadopsi,lalu diimplementasikan, akan memunculkan 
umpan balik dan seterusnya. 
8. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun 
yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara 




      
ditetapkan oleh dan dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan 
biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi 
yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang 
kompleks. 
9. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, 
walaupun tidak secara ekslusif. Terhadap kekaburan antara sektor publik  
dengan sektor swasta, disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan  itu 
pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau 
diratifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut 
disebut kebijakan negara.  
10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti 
pengertian yang termaktud dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, 
aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami 
secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi 
sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai 
misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan 
dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut 
11. Tujuan kebijakan publik membentuk keseimbangan dalam kehidupan 
masyarakat, sebagai penyeimbang maka kebijakan dituntut harus memberikan 
rasa adil inilah yang sangat jarang dapat diberikan di indonesia karena rasa 
adil ini merupakan suatu yang sangat mahal bagi masyarakat. Dengan 
memberikan cita rasa hukum pada masyarakat merupakan salah satu cara agar 




      
 Persoalan yang ada dimasyarakat kebijakan publik memiliki manfaat 
untuk menjelaskan berbagai fenomena kehidupan masyarakat secara lebih rasional 
dan legal. Dalam pembuatan kebijakan berbagai proses pemanfaat sumber daya 
yang ada di dalam negara perlu menjadi perhatian karena pemanfaatan ini 
biasanya yang menjadi peran penting dalam kondisi suatu bangsa. Proses 
pemanfaatan ini biasanya yang menjadi peranan penting dalam kondisi suatu 
bangsa. Proses pemanfaatan kebijakan publik untuk berbagai aktivitas sosial, 
politik, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan sebagainya adalah mengolah 
sumber-sumber yang berguna untuk kepentingan bangsa dan negara. Berbagai 
kemungkinan dalam mencapai pemanfaatan yang efektif, efisien dan ekonomis 
perlu dilakukan secara kemprehensif, karena tidak jarang diindonesia kebijakan 
hanya di rumuskan hanya untuk menyenangkan sebagian pihak, dan tidak jarang 
kebijakan dimanfaatkan untuk kepentingan elitis. 
 Kebijakan publik dibuat untuk memcahkan masalah dan untuk mencapai 
tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik yang dibuat oleh 
pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijkan publik baik untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu, yang 
ditujukan untuk kepentingan masyarakat. 
2.3 Fungsi Badan Narkotika Nasional  
 Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 
Tentang BNN diatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 




      
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan 
P4GN. 
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan 
prosedur P4GN. 
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. 
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang 
P4GN. 
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang 
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum 
dan kerjasama. 
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di 
lingkungan BNN. 
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 
rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di 
bidang P4GN. 
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan 
BNN. 




      
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, 
psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol. 
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat 
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat 
serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 
psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 
dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. 
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 
lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. 
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 
adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain 
yang telah teruji keberhasilannya. 
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-
undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN. 





      
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di 
lingkungan BNN. 
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait 
dan komponen masyarakat di bidang P4GN. 
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik 
profesi penyidik BNN. 
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, 
serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN. 
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan 
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta 
bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. 
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di 
bidang P4GN. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 
2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika) 
2.4  Narkotika 
  Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris 
narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal 
dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak 
merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya 
sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor 




      
mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan 
syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. 
  Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya, 
selain narkoba, istilah lain yang perkenalkan khususnya oleh Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua Istilah ini, baik Narkoba atau 
Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko 
kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya 
adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak 
dioprasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalah 
gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis. (https://bnn.go.id) 
  Narkotika merupakan zat sintetis maupun semi sintetis yang dihasilkan 
tanaman atau lainnya yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran 
dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada 
penggunanya.  Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika pada 
Lampiran I, pemerintah membagi narkotika ke dalam beberapa golongan yaitu: 
1. Golongan I 
Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan 
dengantujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan 
a. Tanaman Papaver somniverum L dan semua  bagian-bagiannya 




      
b. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah 
tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan 
sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan 
morfinnya. 
c. Opium masak terdiri dari:  
1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya pelarutan, pemanasan dan peragian 
dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud 
mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan 
2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 
apakah candu itu di campur dengan daun atau bahan lain 
3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing 
d. Tanaman Koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 
e. Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 
melalui perubahan kimia. 
f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 
dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
g. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari 
tanaman termasuk biji,buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja 




      
2. Golongan II  
 Narkotika Golongan II berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai 
pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi/ bertujuan pengembangan 
ilpeng serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika 
golongan II ini terdiri dari Alfasetilmetadol , Alfameprodina, Morfin, etobromida 
dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya. 
3. Golongan III  
 Narkotika golongan III merupakan narkotika yang mempunyai potensi 
ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika ini terdiri dari 
Asetildihidrokodeina Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, 
Kodeina, Nikodikodina, dan Nikokodina. ( UU No. 35 tahun 2009 tentang 
narkotika) 
2.5   Tindakan Pencegahan Peredaran 
  Untuk melakukan tindakan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan 
narkoba pertama-tama harus dimulai dari internal keluarga. Masyarakat harus 
berupaya untuk mendidik atau mengawasi putra-putrinya agar tidak terlibat 
perkara narkoba. Mendidik dalam arti selalu mengingatkan putra-putrinya supaya 
selalu waspada terhadap ajakan pengedar narkoba, termasuk mengajarkan tentang 
nilai-nilai agama dan sosial kemasyarakatan.disamping itu juga memberikan 
ruang konsultasi antara anak dan orang tua terhadap permasalahan yang 
dihadapinya, dan tentunya menjalin keakraban dan keharmonisan di dalam 




      
 Adapun diluar keluarga menjalin kerjasama untuk saling mengingatkan dan 
membentuk kelompok anti narkoba, baik dilingkungan paling kecil RT/RW, 
kelurahan, kecamatan, kabupaten bahkan sampai tingkat provinsi atau masuk 
dalam lembaga/ organisasi yang konsen terhadap permasalahan penyalahgunaan 
narkoba. Misalnya masuk organisasi Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan 
Tawuran ( GEPENTA) yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan, 
ceramah, seminar tentang bahaya narkoba agar masyarakat luas yang belum 
terkontaminasi penyalahgunaan narkoba bersedia dengan tekat menjauhkan diri, 
keluarga dan lingkungan dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 
 Dengan demikian jika mengacu kepada pasal 104, 105, 106, dan 107 UU 
No. 35 tahun 2009 maka masyarakat memiliki hak untuk memberikan informasi 
atau laporan kepada pihak berwenang jika terjadi penyalahgunaan narkoba, baik 
dalam keluarga ataupun dilingkungan masyarakat. 
 Keterlibatan institusi pemerintahan seperti polri selaku penegak hukum, 
pembimbing dan pengayom masyarakat serta menjamin keamanan dalam negri 
harus dapat menegakkan hukum, membina masyarakat untuk mencegah 
keterlibatan warga masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba dan tidak mau 
diajak kompromi oleh bandar atau pengedar narkoba. Begitu juga dengan TNI 
yang menjamin kedaulatan negara berkewajiban dan bertanggung jawab tetap 
tegaknya negara kesatuan republik indonesia ( NKRI) dan tetap menegakkan 
kedaulatan negara. Kewajibannya dalam bermasyarakat menjauhkan diri dari 




      
narkoba. Bersatu dengan institusi negara melakukan pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan narkoba. 
2.6  Interaksi Sosial 
 Menurut Setiadi (2011:63) interaksi sosial adalah hubungan-hubungan 
sosial yang dinamis berkaitan dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, 
maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya. Sedangkan 
menurut Soekanto (2010: 55) interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 
individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 
kelompok. 
 Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian interaksi sosial adalah 
hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara 
individu maupun dengan kelompok. 
2.7   Penyakit Masyarakat 
 Menurut Kartini (1992: 4)  penyakit sosial atau penyakit masyarakat 
adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-
norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa di integrasikan dalam 
pola tingkah laku umum. Perbuatan yang temasuk dalam penyakit masyarakat 
menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara dalam 
penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c yang berbunyi “mencegah dan menanggulangi 
tumbuhnya penyakit masyarakat”, yang dimaksud dengan penyakit masyarakat 
antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan 
obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/ praktik 




      
2.8   Penelitian Terdahulu  
 Setelah melakukan penelususran penelitian terhadap penelitian terdahulu, 
dari beberapa judul yang ada penulis kemudian mengambil beberapa penelitian 


























oleh badan narkotika 
nasional kota samarinda 
sudah berjalan baik yang 
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program kerja badan 
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anggaran. Yang mana 
hasil dari implementasi 
ini adalah bertambahnya 
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n Narkoba di 
Indonesia  
Penyalahgunaan narkoba 
masih menjadi masalah 
kronis yang menimpa 
indonesia, kasus 




beberapa tahun terakhir 
menjadi bukti bahwa 
indonesia sedang berada 




dilakukan dengan tiga 
tahapan yaitu premetif, 
preventif dan represif. 














      
2.9  Pandangan Islam Tentang Narkoba  
  Pada dasarnya kata Narkotika  tidak tercantum dalam alquran maupun 
hadist, namun narkotika ini di kaitkan dengan kata khamar karna sama-sama ada 
dampak yang ditimbulkannya yaitu sifat memabukkan dalam hukum islam 
dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam, dan salah satu sumber 
hukum islam itu yaitu dengan mengunakan metode kias atau bisa disebut juga 
dengan analogi hukum. Kias adalah menganalogikan suatu masalah yang belum 
ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan 
hukumnya karna adanya persamaan. Sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh 
penyalagunaan narkotika bahkan lebih dasyat dari minuman keras atau khamar, 
maka ayat alquran yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau 
khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya 
penyalagunaan narkotika. Berikut ayat-ayat alquran yang mengharamkan : 
Q.S Al-Baqarah/2:219 
ۡكساعۡ  َ۞يَسۡ  ِۡن  يَُ  ۡكَب  ُرمَُر إ َۡٱثِم  ۡخوُِلٰسا ِ  عُِغ َۡٱَنَِٰ َۡبيِس ك ۡثِم  ك ۡيِسِمَر إ ۡلُ   ِسِ   َرس  َۡٱۡخ   ِ َمر  ۡۡخ  َۡػِ  ِؼِمَرۗ ۡوُلَُكََ 
ۡتَفَعَۡ ََٱيَسۡ  ِ ۡخََؼوُلساُم   إيَِ ُۡخَُمُ ۡۡٓأ  خَِ ۡيُيَسُنُ َّۡۡسا
َِٰ َۡب َۗ َؼع  ۡلُِ ۡۡخ   مساُ ٱ َۖۡوُلَُكََ َۡن َايۡيُٰعِوَُ َۖ 
Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:  "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka 
bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang 
lebih dari keperluan". Demikianlah Allah  menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepadamu supaya kamu berfikir.  (Al-Qur’andan Terjemah, 2009 h.34) 
 
  Kaum Muslimin bertanya kepadamu wahai Nabi, tentang hukum 
memanfaatkan khamar (minuman keras) untuk dikomsumsi dan diperjualbelikan. 




      
menutup akal, baik berupa makanan ataupun minuman, dan mereka bertanya 
kepadamu tentang hukum judi, yaitu mengambil harta atau menyerahkannya 
dengan sadar perjudian, satu bentuk taruhan dari kedua belah pihak katakanlah 
kepada mereka, pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkan 
terhadap agama, dunia, akal, dan harta. Dan pada keduanya terdapat beberapa 
manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, namun dosa akibat 
keduanya lebih besar daripada aspek kemanfaatannya. (Shalih bin Muhammad 
:102-103). Dari hadis di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat 
menghilangkan  kesadaran maka dilarang untuk di konsumsi, baik dalam jumlah 
kecil maupun besar.  
. Selain Al-quran hadist juga merupakan sumber hukum islam, hadist adalah 
perkataan yang bersumber dari nabi Muhammad S.a.w. adapun hadist yang 
mengharamkan Khamar yakni: 
ِۡص َۡلۡهللاسۡا َْ َۡحَ يۡممۡۡ.َػْ َۡػ ئَِشةَلَ خَْ ُۡسئَِ َۡرُس َ َۡشَ يٍۡبۡيَْشَمَ يَمُ ۡ:َۡػْ ۡيۡخيِْفِغۡيَوَ َۡلُۡب ُّ
 رٱيهۡخيم ۡرىۡ((
Artinya: “Dari aisyah r.a., katanya nabi: Rasullah saw. Pernah ditanya tentang 
sebangsa minuman keras yang terbuat dari madu, bernama bit’i beliau 
berkata: “setiap minuman yang memabukkan haram (H.R Al-
Bukhori)”. 
 
 Hadits diatas merupakan salah satu hadits yang melarang untuk 
mengkomsumsi khamar walaupun hadist diatas tidak mengaskan bahwa narkoba 
adalah khamar tetapi unsur narkoba sama dengan khamar yang dapat 




      
 Selain itu pula kita dapat menyampaikan tentang ayat-ayat al-qur‟an yang 
mana berisi tentang pujian allha kepada manusia agar lebih memahami 
keberadaan dirinya sebagai khalifah di atas bumi ini dan sebagai umat yang 
terbaik diciptakan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur‟an Surah Ali-Imran/ 4:110 
sebagai berikut: 
ۡبُِۡۡبٰفُ ۡ  ُنُ ٱ َۖ
ۡتَأ  ۡخِوُلٰسا ِ  ِ َج   ۡكُخ  ٍة ۡكُنسا  َ ُ ٱفَِۡخس  َرؼ  ۡۡٱخ  َۡػِ  َۖ  َ مَ  ٰ ُرَٰم َِۡٱتَ ِنَُٰ َۖۡۡۡخ  َٱتُؤ 
ِۗۡبِۡ ُ ۡۡٱَّسا َۡءيَنَ ۡكَه   َ بَِۡٱخَ
ِمفَِ مُُ ۡخََم  َۖۡخَۡۡۡخ   ٰ ٗ يۡخسامُۚ ۡنُن ِنَُٰ َۖۡس  ُرؤ  ثَُ هُُ ۡۡۡخ  ِسوَُ ََۖۡٱكَب 
عَِ ١١١ۡۡۡۡخ 
Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik (QS: Ali Imran/3:110)    
    
Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman : 
فَُم  َۡۡٱخ  ۡثِخَى ُػَ َۖ ۡيَد  ةك ۡكُنسا ُٰم   َمس  ِۡنُن ۡۡخ 
ۡبَِۡٱيَأۡ  ُ ٱفُِۡنُ ٱ َۖ َرؼ 
ۡۡٱخ  َۡػِ  َۖ  َ مَ  ٰ ُرَٰم َِۚۡٱيَ ۡهُُ ۡۡۡخ  ئَِ 
إ َٱكُْٱخَِ
وُِلُحَ َۖۡ ُرع  ١١١ۡۡۡۡخ 
 
Artinya : Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS: 
Ali-Imran/3:104) 
 
 Demikian pula yang disampaikan dalam surah An-Nahl/ 16: 125 Allah 
SWT:  
عُۡ َرةِۡثِخَِىَۡسيِسِ َۡربُنَ ۡبِۡۡۡد  ِحم 
ِػظَةِۡٱَۡۡٱخ   َ َر َحَسَِٰةۡ ۡۡخ  مُ ۡبِۡۡۡخ 
ِدخ  َۡربسا َۡۡٱخسافِيَٱَجِ ۡث ِۖسا َسُ ۚ ِۡهَيۡكَح 
َۡػ َۡسيِسوُلِهِۡ وُلَُ ۡبَِر َۡض سا ۡكَػ  َ وُلَُ ۡبِۡۡۦهُ ۡكَػ  َ فَِدي ََۡٱهُ ُرم 
 ١٢١ۡۡٱخ 
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan 
pengajaran yang lebih baik dan berdebatlah dengan mereka dengan 
cara yang baik..”  
 
 Dari ayat di atas menunjukan bahwa betapa pentingnya kepedulian setiap 




      
mengingatkan dan mengajak kepada setiap orang untuk berbuat baik dan 
mencegah mereka dari perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum, termasuk 
di dalamnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan misi 
tersebut hendaklah dilakukan dengan cara dan metode yang baik sehingga mampu 
menarik masyarakat dan akan membawa keberhasilan.  
 Maka dapat disimpulkan bahwa minuman keras yang mengandung alkohol 
dan memabukkan termasuk kedalam narkoba, yang mana dalam ajaran islam 
dilarang karena berbahaya dan merusak, baik kepada jasmani maupun rohani 
manusia dan akan menyeret seseorang kedalam neraka karena setiap yang di 
larang hukumnya adalah haram.  
2.10    Definisi Konsep 
  Konsep-konsep yang dikemukakan diatas masih bersifat abstrak maka agar 
tercapainya satu kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan peneliti maka di 
masukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada 
telaah pustaka. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang 
merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar 
memebrikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan 
mendefenisikan sebagai berikut: 
1. Narkoba, sebagaimana dituliskan pada UU No. 35 tahun 2009  tentang Napza 
yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan 




      
2. Pencegahan diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh 
individu maupun kelompok agar tidak memakai narkoba atau berhenti 
memakai narkoba.  
3. BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang professional yang 
bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya. 
4. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia 
yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. 
5. Penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang tidak sesuai, 
melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa 
di integrasikan dalam pola tingkah laku umum 
2.11 Konsep Operasional 
                                   Tabel 2.1 Indikator Penelitian 
 
Referensi 
Fungsi badan narkotika 
nasional ( BNN) 
Indikator Sub indikator 





c. Penyuluhan  
2. Kerjasama dalam 
pencegahan dan 
pemberantasan 
peredaran narkoba  
a. Kepolisian  
b. Lembaga 
pendidikan 











      
2.12 Kerangka Pemikiran 
 Kerangka penelitian “Analisis Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Riau dalam Peredaran Narkoba di Provinsi Riau”. 





















Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010  
Tentang Fungsi Badan Narkotika Nasional 
 Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan 
peredaran narkoba 
Program pencegahan  




      
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mencari data suatu 
masalah, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian 
yang sesuai dengan yang akan diteliti. Suatu metode merumuskan cara kerja atau 
tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan 
yang bersangkutan. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan dan 
mempertimbangkan  keserasian dengan obyeknya serta metode yang digunakan 
sejalan dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. 
Sedangkan metode penelitian menguraikan secara teknik apa yang digunakan 
dalam penelitiannya. 
3.1 Jenis Penelitian 
 Dasar penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yang 
merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau penjabaran dari data-data 
yang di peroleh berdasarkan wawancara secara lisan dari narasumber dan 
pengamatan perilaku seseorang. Dalam penelitian ini peneliti hanya menguraikan 
dan menjelaskan fungsi BNN dalam rangka mencegah dan memberantas 
peredaran narkoba di Provinsi Riau tanpa menghubungkan dengan unsur-unsur 
lain.  
3.2  Lokasi Dan Waktu Penelitian 
 Tempat penelitian merupakan sumber data yang dipergunakan dalam 
penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Badan 






      
Kegiatan penelitian dilakukan kurang lebih 6 bulan dari bulan Oktober 2019 
sampai dengan Maret 2020. Secara terperinci jadwal kegiatan penelitian dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 
No Kegiatan 
Tahun 2019-2020 
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 
1. pengajuan judul        
2.  Penyusunan proposal        
3. Seminar proposal dan 
revisi  
       
4. Ijin penelitian         
5. Mengumpulkan data          
6 Penyusunan skripsi         
 
3.3  Sumber Data  
Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua sumber data yaitu : 
3.3.1 Data Primer 
Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di 
lapangan dari narasumber yang berkaitan langsung dengan 
permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari 
informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang 
relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam 





      
3.3.2 Data Sekunder 
Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data 
primer dikumpulkan dari data  yang sesuai. Data sekunder ini 
meliputi dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai 
bukti penelitian ini benar dilakukan. Data sekunder yang peneliti 
dapatkan berupa data, tabel, gambar dan dokumentasi. 
3.4 Metode Pengumpulan data 
  Untuk memperoleh data dan informasi dan keterangan-keteranan yang 
dilakukan, perlu mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut 
(Sugiyono, 2011:157-162): 
3.4.1 Wawancara 
Yaitu dengan memberikan pertanyaan langsung kepada 
sejumlah pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam metode 
ini akan digunakan metode wawancara dengan orang-orang yang 
berkompeten dibidang-bidang yang ingin di teliti. 
3.4.2 Observasi 
Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada 
sejumlah acuan yang berkenan dengan topik penelitian dengan lokasi 
penelitian. Dalam metode ini akan mengunakan pengamatan langsung 
terhadap suatu benda, kondisi, proses atau perilaku. 
3.4.3  Dokumentasi 
Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-




      
sumber-sumber informasi khusus dari kerangka/tulisan, wasiat, buku, 
undang-undang, foto, dan lainnya. 
3.5 Informan Penelitian 
Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 
peneliti. Adapun informan penelitian ini adalah dapat di lihat dalam tabel berikut:  
Tabel 3.2 Informan Penelitian 
 
NO INFORMAN KETERANGAN 
1 Kepala Bidang Pemberantasan 1 
2 Kepala Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat 1 
3 Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 
4 Pegawai Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat  2 
5 Kassubag Administrasi  1 
6 Masyarakat  3 
Jumlah 10 
 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling 
dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap 
mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling 
mengetahui bagaimana langkah-langkah BNN dalam menanggulangi peredaran 
narkoba di Provinsi Riau. 
3.6 Analisis Data  
 Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan 
analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan 
mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian. 
 Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 




      
dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 
mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit penting dan yang 
akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 
lain (Sugiyono, 2014:244). 
 Metode ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data 
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian 
menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran 
mengenai objek yang diteliti. 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 
mencarinya bila diperlukan. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Hal 
yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 
adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan 
memudahkan untuk memahami apa saja yang akan terjadi, merencanakan kerja 
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 




      
 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 
dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 
tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 
















      
BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Badan Narkotika Nasional 
             Badan narkotika nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non 
kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di 
bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutya dalam 
peraturan kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi 
vertikal, BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam 
wilayah provinsi. BNNP berada dibawah dan bertanggungjawab kapada Kepala 
BNN. 
4.2  Profil  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Riau  
4.2.1  Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah lembaga pemerintah non 
kementrian yang professional yang bergerak di bidang Pencegahan dan 
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika 
dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang RI No. 
35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan 
Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN No. PER/04/V/BNN/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota. 
BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan, 
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang 
 
 




      
bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan 
masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkoba. 
Secara singkat, sebelum divertikalisasi, BNP Riau dibentuk oleh Gubernur 
Riau pada Desember 2004. Saat itu ketuanya adalah wakil Gubri Drs. H. Wan 
Abu Bakar. Namun, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanaan 
Harian yang mana dilantik pertama kalinya pada April 2005. Pada masa itu, 
anggaran BNP Riau dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada 
April 2011 Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi instansi vertikal dan berubah 
nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dengan demikian, 
anggaran BNNP/ BNNK dibebankan pada APBN. Anggaran turun pertama kali 
pada bulan Oktober 2011 yang ditujukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. 
Sementara untuk anggaran program kegiatan turun di tahun berikutnya yakni 
tahun 2012. Dari 2 (dua) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi 
Riau, baru 2 yang telah divertikalisasi menjadi BNN kab/kota yaitu: 
1. BNNK Pekanbaru yang divertikalisasi pada Juni 2011. 
2. BNNK Kuansing yang divertikalisasi pada September 2013. 
Di tahun 2015 BNN RI akan mengajukan 70 kabupaten/kota se-Indonesia 
untuk divertikalisasi yang salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan. Dan pada 
saat ini BNN Provinsi Riau memiliki tiga tempat rehabilitasi yaitu: 
1. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru (rawat inap kurang lebih 30 
pasien) 




      
3. Klinik Pratama BNN Provinsi Riau (rawat jalan) 
4.2.2   Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau 
 Visi 
“Menjadi perwakilan BNN di Provinsi Riau yang professional dan 
mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen 
masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan 
Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba (P4GN).” 
Misi 
“Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan 
Instansi Swasta di Riau melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan 
Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi dan kerjasama di bidang 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif.” 
4.3  Tujuan Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara umum tujuan dari 
BNNP Riau adalah untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna 
mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bersih dari penyalahgunaan dan langka 
dari peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran 
strategis Renstra BNN tahun 2010-2014. Renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi 
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN Provinsi Riau yang 





      
4.4 Uraian kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau 
Program yang telah ditetapkan oleh BNN yang akan dilaksanakan oleh 
BNN Provinsi yaitu “Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba”. Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula 
kegiatan yang menjadi prioritas pada BNN Provinsi, yaitu “Fungsi Badan 
Narkotika  
Pencapaian indikator kinerja utama tersebut dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan yang berada dalam lingkup Program P4GN/Program Teknis. Kegiatan-
kegiatan tersebut adalah: 
1. Wahana Diseminasi Informasi P4GN. 
2. Instansi Pemerintah di daerah yang diadvokasi bidang P4GN. 
3. Instansi Swasta yang diadvokasi bidang P4GN. 
4. Kader Anti Narkoba yang terbentuk. 
5. Lembaga Pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN. 
6. Lingkungan Kerja yang diberdayakan bidang P4GN. 
7. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan yang diberdayakan 
alternative. 
8. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah pedesaan yang diberdayakan 
alternative. 
9. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang melapor di IPWL BNNP. 
10. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang dijangkau layanan terapi 
dan rehabilitasi. 




      
12. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21). 
13. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan Narkoba yang 
diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21). 
14. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja. 
15. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BNNP yang dilaksanakan. 
16. Layanan Perkantoran. 
Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNP Riau  dalam rangka 
mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut antara lain, : 
1. Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan 
a. Pementasan Pagelaran Seni Budaya P4GN 
b. Expo Budaya. 
c. Ikrar Bujang Dara Anti Narkoba. 
d. Talk Show P4GN di Radio dan TV Lokal. 
e. Forum Group Discussion (FGD) Tentang P4GN. 
2. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011 di 
Lingkungsn BNNP Riau. 
a. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 
2011 di lingkungan Instansi Swasta di Daerah. 
b. Pembentukan Kader Anti Narkoba. 
c. Komponen Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 






      
3. Peran serta pekerja dalam ciptakan lingkungan kerja bebas Narkoba. 
a. Lingkungan Masyarakat di daerah perkotaan yang diberdayakan 
alternatif. 
b. Pengantaran penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba ke tempat 
rehabilitasi. 
c. Pelaksanaan Pendampingan pascarehabilitasi terhadap penyalahguna 
dan/atau pecandu Narkoba. 
4. Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan 
a. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan. 
b. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21). 
c. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang 
diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21). 
5. Komponen Kegiatan Bagian Tata Usaha 
a. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja. 
b. Layanan Dukungan Manajemen Operasional Unit Kerja. 
c. Layanan Perkantoran. 
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi  
          Berdasarkan Peraturan Kepala Badan anarkotika Nasional Nomor 3 tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan 
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota bahwa Adapun tugas pokok dan 
fungsi setiap bidang yaitu: 




      
Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 
tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi. Dalam pelaksanaan 
tigasnya, bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, 
dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang Pencegahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi; 
b. penyiapan pelaksanaan desiminasi informasi dan advokasi P4GN di 
bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi; 
c. penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan 
alternative P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah 
Provinsi; 
d. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di 
bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah 
Provinsi; dan 
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 
pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi. 
2. Bidang Berantas 
Bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 
teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Dalam 




      
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan 
rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah 
provinsi; 
b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan 
kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika 
dalam wilayah Provinsi; 
c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelejen 
teknologi dan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka 
P4GN di bidang Pemberantasan dalam wilayah Provinsi; 
d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan 
terhadap tindak pidanan narkotika, Psikotropika, precursor, dan bahan 
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol 
dalam wilayah Provinsi; 
e. penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana 
pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam 
wilayah Provinsi; 
f. penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi precursor sampai pada 
pengguna akhir dalam wilayah Provinsi; 
g. penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam 
wilayah Provinsi; 
h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di 





      
i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 
pemberantasan dalam wilayah Provinsi.  
3. Bidang Rehabilitasi 
Bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis 
P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Dalam pelaksanaan 
tugasnya, bidang rehabilitasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan 
rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah 
Provinsi; 
b. penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu 
narkotika dalam wilayah Provinsi; 
c. penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan Lembaga rehabilitasi 
media dan rehabilitasi social penyalah guna dan/ atau pecandu 
narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat dalam wilayah Provinsi; 
d. penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan 
pascarehabilitasi dan pemdampingan bagi mantan penyalah guna dan/ 
atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi; 
e. penyiapan dan pelaksanaan penyatuan Kembali kedalam masyarakat 
dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/ atau pecandu 
narkotika dalam wilayah Provinsi; 
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di 




      
g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 
rehabilitasi dalam wilyah Provinsi.  
4.6  Kondisi Saat Ini 
BNNP Riau dalam pelaksanaan tugasnya, memerlukan hal-hal yang dapat 
mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sehingga visi dan misi dapat 
tercapai. Namun pada kenyataannya, kondisi BNN Provinsi Riau saat ini dapat 
dikatakan masih kurang memadai untuk dapat mencapai kinerja yang optimal. 
Baik itu dari segi personil maupun sarana dan prasarana. Jumlah PNS/POLRI 
serta tenaga Honorer yang ada saat ini 70 orang dari total kebutuhan tenaga 
stuktural dan staf berdasarkan Daftar Susunan Pegawai (DSP) BNN RI. Dimana 
berdasarkan DSP BNN RI pegawai BNNP Riau adalah 211 (dua ratus sebelas) 
orang pegawai dengan rincian 1 (satu) orang Kepala BNNP Riau, 1 (satu) orang 
Kabag Tata Usaha, 3 (tiga) orang Kabid (Esselon III) , 10 (sepuluh) orang Kasi 
(Esselon IV) dan 181 (Seratus delapan puluh satu) orang staf/ pelaksana. 
Selain itu, beberapa kendala lain yang dihadapi oleh BNNP Riau adalah 
sebagai berikut: 
a. Gedung kantor BNN Provinsi Riau hingga saat ini masih dalam status 
pinjaman dari Pemprov Riau. 
b. Kondisi gedung kantor juga kurang layak. Dimana, BNNP Riau tidak 
memiliki ruang tahanan/sel, sehingga tahanan yang ditangkap oleh bidang 
pemberantasan harus di titipkan di ruang tahanan Polda Riau. 
c. Terbatasnya Kendaraan operasional dan Alat pendukung kegiatan bidang 




      
d. Terbatasnya Senjata Api yang dimiliki (1 Pucuk Handgun HK-P30 dan 1 
Pucuk Submachine gun HK-MP5) dan tidak adanya rompi anti peluru 
yang diperlukan untuk menunjang kinerja bidang pemberantasan dan 
upaya penegakan hukum. 
e. Belum tersedianya Balai Rehabilitasi yang bertaraf dan berstandar 
Nasional di Provinsi Riau khususnya di BNNP Riau, sehingga pecandu 
dan penyalahguna yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi intensif 



















      
4.7 Struktur Organisasi BNN Provinsi Riau 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 
memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat. 
 Adapun hasil dari penelitian ini dapat peneliti sajikan antara lain sebagai 
berikut: 
1. Program Pencegahan  
Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan atau perbuatan menahan 
sesuatu tidak terjadi. Begitu juga dengan proram pencegahan yang di lakukan oleh 
BNN Provinsi Riau yang mana adanya program sosialisasi, pembentukan satgas 
dan kegiatan penyuluhan. Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang 
menyebarluaskan informasi mengenai bahaya narkoba secara langsung dan 
melalui media sosial. Dan relawan anti narkoba sebagai bentuk perpanjangan 
tangan dari BNNP Riau dalam menjalankan tugasnya mendapatkan informasi-
informasi mengenai peredaran narkoba . Serta penyuluhan merupakan kegiatan 
yang memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat akan 
bahayanya narkoba yang akan mengancam keluarga dan masa depan generasi 
bangsa.  
2. Kerjasama 
Dalam mencegah dan memberantas narkoba BNN melakukan kerjasama, 
baik itu dengan pihak internal maupun eksternal. kerjasama internal yaitu 
 




      
kerjasama antara bidang-bidang yang ada di BNN tersebut bahkan kerjasama 
antara BNNP dengan BNNK. Dan kerjasama dengan pihak eksternal yaitu 
kerjasama dengan kepolisian , lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan 
swasta serta kerjasama dengan masyarakat.  
3. Faktor penghambat 
Faktor-faktor pengahambat BNN dalam menjalankan tugasnya adalah 
kurangnya informasi yang di berikan oleh masyarakat mengenai kasus 
penyalahgunaan narkoba bahkan terbatasnya dana dan terbatasnya SDM yang 
dimiliki oleh BNNP Riau sehingga sulit untuk menjangkau kasus peredaran dan 
penyalahgunaan narkoba dimana cakupan wilayahnya sangat luas.  
6.2 Saran 
a. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan lain-lain, 
BNNP Riau perlu memperhatikan kegiatan yang dilakukan apakah berdampak 
terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya.  
b. Kerjasama antara BNNP Riau dengan Instansi-instansi yang berada di 
Provinsi Riau di tingkatkan lagi. Contohnya saja dengan pihak Bea Cukai. 
c. Perlunya kegiatan rutin serta prioritas utama pemerintah dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan narkoba yang semakin marak terjadi.   
d. Perlunya transparasi pemerintah terhadap kasus narkoba yang terjadi di 
Provinsi Riau. 
e. Partisipasi dan kepedulian dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap 
pelaksanaan P4GN. Diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap keluarga dan 




      
f. Kepada setiap keluarga diharapkan untuk memperhartikan tingkah laku 
anak-anaknya, berikanlah mereka edukasi mengenai bahaya narkoba, supaya masa 
depan mereka lebih cerah lagi dan jauh dari tindak pidana narkoba. 
g. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas area penelitian terkait 
permasalahan narkoba yang merupakan permasalah yang harus dapat perhatian 
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Pedoman wawancara 
Nama informan  : 
Identitas/ jabatan    : 
Hari/ tanggal   : 
Tempat   : 
1. Berdasarkan peraturan presiden no 23 tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam 
memberantas peredaran narkoba BNN melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. 
Kerja sama seperti apa yang dilakukan BNN ? dan dengan siapa saja bekerjasama? 
2. program pencegahan seperti apa saja yang dillakukan oleh BNN? Dan siapa saja yang 
menjadi sasaran utama dalam melakukannya? 
3. Kenapa dari tahun-tahun kasus peredaran narkoba di pekanbaru terus meningkat? 
Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2017-2019 kasus peredaran narkoba di provinsi 
riau terus meningkat?  
4. Kenapa seolah-olah menurut pandangan awwam narkoba itu sangat mudah masuk ke 
provinsi riau? 
5. Dengan banyaknya peredaran narkoba tentu juga penyalahguna narkoba semakin 
marak . kenapa sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan 
tinggi ( yang mana mereka merupakan modal bangsa ) 
6. Kendala seperti apa saja yang di dapatkan oleh badan narkotika nasional dalam 
mencegah dan memberantas peredaran narkoba di provinsi riau? ( sebagaiman yang 
kita ketahui bahwa para pengedar narkoba mempunyai jaringan yang sangat luas . dan 
juga banyak  diberitakan bahwa para tahanan pengedar narkobapun masih bisa 
mengendalikan barang haram tersebut dari balik jerusi besi.  
7. Kenapa para pengedar narkoba yang di tahan masih bisa mengendalikan usahanya 
tersebut dalam mengedarkan narkoba? 
8. Di kapolda riau juga terdapat reserse narkoba . apakah dalam melakukan penangkapan 
para pengedar dan penyalahgunaan narkoba ada kerjasama ? 
9. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada terdapat BNN kota dan provinsi . 





      
10. Dalam melakukan penangkapan apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh BNN 
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